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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1   Bank 

2.1.1.1 Pengertian Bank 

        Bank adalah salah satu jenis usaha yang berhubungan dengan menabung, 

perputaran uang, deposito dan lainnya. Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan). 

        Menurut Abdurrachman (2014: 6) “Bank adalah suatu jenis lembaga 

keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan 

pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak 

sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha 

perusahaan-perusahaan”. 

        Menurut Veryn (2014: 5) “Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk 

memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri, dengan 

uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan 

alat-alat penukaran uang berupa uang giral”. 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2014: 6) “Bank adalah lembaga yang 

berperan sebagai perantara keungangan anatara pihak-pihak yang memiliki 
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kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga 

yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”. 

        Menurut Ajuha (2017: 2) “Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak 

dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat 

membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat”.  

        Dengan beberapa pengertian di atas menurut para ahli, maka penulis menarik 

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah “Badan yang berfungsi 

sebagai pemgambil dan pemberi kredit, baik untuk jangka pendek maupun jangka 

Panjang dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat”. 

 

2.1.1.2 Fungsi Bank 

        Kegiatan yang ada dalam bank ditentukan oleh fungsi – fungsi yang melekat 

pada bank tersebut. Menurut Undang – Undang RI Nomor 10 tahun 1998 fungsi 

bank tersebut diuraikan sebagai berikut:  

a. Fungsi pengumpulan dana, adalah dana dari masyarakat yang disimpan di bank 

yang merupakan sumber dana untuk bank selain dana bank. 

b. Fungsi pemberian kredit, dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam 

bentuk tabungan, giro dan deposito harus segera diputarkan sebab dari dana 

tersebut bank akan terkena beban bunga, jasa giro bunga deposito, bunga 

tabungan, dan biaya operasional seperti gaji, sewa gedung dan penyusutan.  

c. Fungsi penanaman dana dan investasi, biasanya mendapat imbalan 

     berupa pendapatan modal yang bisa berupa bunga, laba dan deviden.  

d. Fungsi pencipta uang, adalah fungsi yang paling pokok dari bank umum jika 

dilihat dari sudut pandang ekonomi makro. Tetapi dari sudut pandang manajer 
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bank, bahwa dengan melupakan sama sekali fungsi ini tidak akan berpengaruh 

terhadap maju mundurnya bank yang dipimpinnya.  

e. Fungsi pembayaran, transaksi pembayaran dilakukan melalui cek, bilyet giro, 

surat wesel, kupon dan transfer uang. 

f. Fungsi pemindahan uang, kegiatan ini biasanya disebut sebagai pentransferan 

uang, yang bisa dilakukan antar bank yang sama, dan antar bank yang berbeda. 

        Dengan memiliki beberapa fungsi di atas, maka penulis menarik kesimpulan 

bahwa bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta 

bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah 

peningkatan taraf hidup banyak. 

 

2.1.2   Kredit 

2.1.2.1 Pengertian Kredit 

        Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang 

atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya 

kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 10 tahun 1998 

menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka watku tertentu dengan pemberian bunga. 

Jika seseorang menggunakan jasa kredit maka ia akan dikenakan bunga tagihan. 
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        Kredit merupakan sumber utama pendapatan bank dan sekaligus sumber 

resiko bisnis terbesar. Pemberian suatu kredit merupakan strategi bank yang 

mengandung risiko yang dapat berdampak pada kesehatan dan operasional bank. 

Namun mengingat bank sebagai lembaga intermediasi, sebagian besar dana bank 

berasal dari dana masyarakat, maka pemberian kredit perbankan banyak dibatasi 

oleh ketentuan Undang-Undang dan ketentuan Bank Indonesia. Undang-Undang 

Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip 

kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam 

memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga 

menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit.  

 

 2.1.2.2  Unsur-Unsur Kredit 

        Kredit yang diberikan oleh sebuah lembaga perbankan didasarkan atas 

kepercayaan, sehingga penyaluran kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal 

ini berati bahwa sebuah lembaga perbankan, akan memberikan kredit dengan 

yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai 

dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah 

pihak. Tanpa keyakinan tersebut lembaga perbankan tidak akan menyalurkan 

pinjaman kepada masyarakat. Unsur-unsur kredit menurut Thamrin dan Sintha 

(2018:114):  

1. Kepercayaan  

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa 

uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan 

datang. Kepercayaan ini diberiakn oleh bank, di mana sebelumn nya dilakukan 
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penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. 

Penelitian dan penyelidikan tetang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap 

pemohon kredit. 

2. Kesepakatan 

Kesepakatan ini meliputi antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. 

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing 

pihak menandatangani hak dan kewajibannya.  

3. Jangka Waktu  

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini 

mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu 

tersebut bisa berbentuk jangka waktu pendek, jangka menengah, atau jangka 

panjang.  

4. Risiko  

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian kredit menyebabkan suatu resiko 

tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit 

semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjdi 

tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, 

maupunoleh risiko yang todak sengaja.  

5. Balas Jasa  

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau fase tersebut yang kita 

kenal dengan bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini 

merupakan keuntungan bank.  
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit 

adalah suatu keyakinan atau kepercayaan dari pihak bank yang bertindak sebagai 

kreditur untuk memberikan sejumlah uang kepada debitur (kreditur) sesuai 

dengan syarat-syarat yang telah disepakati, seperti jangka waktu yang telah 

disepakati, dan adanya bunga kredit sebagai balas jasa. 

2.1.2.3  Tujuan Kredit 

        Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang berhak 

dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan Bank atau non Bank itu sendiri. 

Menurut Kasmir (2014:88) tujuan utama kredit pemberian kredit adalah sebagai 

berikut: 

a. Mencari keuntungan  

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil 

keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai 

balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankann pada nasabah.  

b. Membantu usaha nasabah  

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang membutuhkan 

dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana 

itu maka pihak debitur dapat mengembangka dan memperluas usahanya.  

c. Membantu pemerintah  

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang diberikan oleh pihak bank, maka 

semakin meningkatkan jumlah kegiatan ekonomi yang akan terjadi. Mengingat 

semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan berbagai 

sektor.  
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        Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

memperoleh kredit adalah untuk menuai keuntungan. Imbalan ini berupa bunga 

kredit yang dikeluarkan bank sebagai kompensasi atas biaya administrasi yang 

dibayarkan kepada nasabah. Selain mendapat manfaat dari bank, nasabah juga 

dapat memperoleh manfaat dari kemampuannya untuk mengembangkan, 

memelihara, dan mengelola usahanya masing-masing. 

 

2.1.2.4  Jenis-Jenis Kredit 

        Bank menyediakan berbagai jenis kredit perbankan sesuai dengan tujuan dan 

kegunaannya. Sebelum mengajukan pinjaman, nasabah harus mengetahui 

kegunaan, suku bunga, jangka waktu hingga syarat pengajuannya. Thamrin dan 

Sintha (2018:116): 

1. Dilihat Dari Segi Kegunaan  

a. Kredit investasi, biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha untuk 

membangun proyek/pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya 

kredit investasi misalnya untuk mebangun pabrik atau membeli mesin-

mesin yang pemakainnya untuk satu periode yang relatif lebih lama.  

b. Kredit Modal Kerja, digunakan unutk keperluan meningkatkan produksi 

dalam operasionalnya. Sebgai contoh kredit modal kerja yang diberikan 

untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya 

lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. 

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit  

a. Kredit produktif, kredit yang diginakan untuk peningkatan usaha atu 

prosuksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau 
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jasa. Sebagai contoh kredit untuk mebangun pabrik yang nantinya akan 

menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian 

atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri 

lainnya.  

b. Kredit Konsumtif, kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. 

Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, 

karena digunakan untuk dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai 

contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit peralatan rumah 

tangga dan kredit konsumtif lainnya.  

c. Kredit perdagangan, kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya 

untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil 

pernjualan barang tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau 

agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.  

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu  

a. Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka wkatu 

kurang dari satu tahun atau paling lama dan biasanya digunakan untuk 

keperluan modal kerja.  

b. Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya 

paling panjang. Kredit jangka panjang wkatu pengembaliannya di atas 3 

tahun atau 5 tahun. Biasannya kredit ini untuk investasi jangka panjang 

seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan kredit 

konsumtif seperti kredit perumahan.  
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4. Dilihat dari Segi Jaminan  

a. Kredit dengan jaminan, kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. 

Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau jaminan orang. 

Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang 

diberikan oleh calon debitur.  

b. Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan atau 

orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan 

karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.  

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha  

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan 

atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek 

atau jangka panjang.  

b. Kredit peternakan, dalam hal ini jangka pendek, misalnya peternakan ayam 

dan peternakan jangka panjang kambing atau sapi.  

c. Kredit industri, yaitu kredit yang membiayai industri kecil, menengah atau 

besar.  

d.  Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam 

jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.  

e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun 

sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para 

mahasiswa.  

f. Kredit profesi, diberikan pada para profesional seperti dosen, dokter atau 

pengacara.  
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g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau 

pembelian perumahan. 

        Dari beberapa jenis kredit di atas, nasabah dapat memilih kredit yang akan 

diajukan yang dilihat dari segi kegunaan, segi tujuan kredit, segi jangka waktu, 

segi jaminan, dan segi sector usaha. 

 

2.1.2.5 Prinsip Pemberian Kredit 

        Sebelum sebuah fasilitas kredit disalurkan, bank harus merasa yakin bahwa 

pinjaman yang disalurkan akan kembali. Keyakinan tersebut didapat dari hasil 

penilain kredit sebelum kredit itu diberikan. Penilaian kredit oleh bank dilakukan 

dengan banyak cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti 

melalui prosedur penilaian yang benar.  

 Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk 

mendapatkan nasabah yang benar benar mebguntungkan dilakukan dengan 

analisis 5 C, 7 P, dan 3 R. Prinsip pemberian kredit 5 C menurut Ikatan Bankir 

Indonesia (2015:115):  

a. Character (Watak/ Karakter) 

Penilaian bank atas karakter calon debitur sehingga bank dapat menyimpulkan 

bahwa debitur tersebut jujur, beritikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank 

dikebudian hari. Sebelum memberikan kredit, bank harus mengenal terlebih 

dahulu calon debitur, terutama karakternya. 
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b. Capacity (Kemampuan) 

Penilaian bank atas calon kemampuan debitur dalam bidang usahanya dan/atau 

kemampuan manajemen debitur sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan 

dibiayai dengan kredit tersebuut dikelola oleh orang-orang yang tepat/benar. 

c. Capital (Modal) 

Penilain bank atas posisi keuangan calon debitur secara keseluruhan, termasuk 

aliran kas debitur, baik untuk masalalu maupun proyeksi pada masa yang akan 

datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan debitur dalam 

menunjang pembiayaan proyek atau uasaha debitur. Secara umum, modal besar 

akan mendorong kesungguhan nasabah untuk menjalan kan usaha dan 

menyelesaikan kewajibannya. Hal ini karena nasabah ikut menanggung risiko 

apabila usahanya mengalami kegagalan. Kecukupan modal bervariasi untuk 

masing-masing industri, misalnya industri bersekala besar terntunya 

membutuhkan modal yang lenih besar pula.  

d. Condition of Economic (Kondisi Ekonomi) 

Yaitu penilaian bank atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri, 

baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui 

prospek pemasarah dari hasil usaha debitur yang dibiayai dengan kredit dari 

bank. 

e. Collateral (Jaminan) 

Yaitu penilain bank terhadap agunan yang dimilki oleh calon debitur. Agunan 

merupakan benda berwujud dan/atau tidak berwujud yang diserahkan hak dan 

kekuasaanya oleh calon debitur kepada bank guna menjamin pelunasan utang 
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debitur, apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai dengan 

waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau addendum-nya. 

Agunan tersebut sangat penting sebgai jalan terakhir untuk penyelasaian kredit, 

apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajiban membayar. 

Penilain kredit dengan 7 P menurut Kasmir (2014:96):  

a. Personality  

Yaitu menilai nasabah melalui kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari 

maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, 

dan tindakan nasabah menghadapi suatu masalah.  

b. Party   

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-

golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga 

nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan 

fasilitas yang berbeda dari bank. 

c. Purpose  

Yaitu megetahui tujuan nasbah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit 

yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bemacam-macam. 

Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau 

produktif, dan lain sebagainya.  

d. Prospect  

Yaitu menilai nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, 

atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting 
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mengingat jika sesuatu fasilitas kredit mempunyai prospek, bukan hanya bak 

yang rugi, tetapi juga nasabah.  

e. Payment  

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah 

diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin 

banyak penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah 

satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.  

f. Profitability  

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. 

Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau 

meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.  

g. Protection  

Tujuannya adalah bagaimana untuk menjaga agar usaha dan jaminan mendapat 

perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau 

asuransi. 

Prinsip 3 R adalah sebagai berikut: 

1.  Returns 

Prinsip ini Berkaitan dengan kemampuan yang mendatangkan keberhasilan 

dari kredit yang diberikan kepada debitur. 

2.  Repayment 

Prinsip ini berkaitan dengan kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit. 

3.  Risk 
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Prinsip ini berkaitan dengan kemampuan debitur dalam menanggung resiko 

ketidakmampuan mengembalikan kredit. 

        Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa prinsip 

pemberian kredit yang sering dilakukan oleh suatu bank yaitu dengan analisis 5 C 

(Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy), analisis 7 P 

(Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection) serta 

analisis 3 R (Returns, Repayment, Risk). 

 

 

2.1.3 Kredit Usaha Rakyat 

2.1.3.1 Pengertian KUR 

        Program KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan 

akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang 

disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR 

dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka 

pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan 

UMKM. 

 Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi 

Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan 

Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan 

pada tanggal 5 November 2007. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber 

dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur 

KUR.  Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi 

yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha 
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dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum 

memiliki agunan tambahan atau feasible namun belum bankable. 

        Pada perkembangannya, program KUR mengalami perubahan skema 

pemberian subsidi. Periode pertama penyaluran KUR yaitu pada tahun 2007 

sampai dengan 2014, subsidi KUR diberikan menggunakan mekanisme Imbal 

Jasa Penjaminan (IJP). Imbal Jasa Penjaminan adalah Imbal Jasa yang menjadi 

hak Perusahaan Penjaminan yang bertindak selaku Penjamin atas 

kredit/pembiayaan bagi UMKM-K yang disalurkan Bank Pelaksana dalam rangka 

KUR. Kemudian pada tahun 2015, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM 

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan KUR dengan pola penjaminan dan 

memutuskan bahwa skema tersebut tidak tepat sasaran. 

        Kemudian diputuskanlah untuk pelaksanaan program KUR sejak Agustus 

2015 menggunakan skema subsidi bunga/marjin. Subsidi Bunga adalah bagian 

bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang 

diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan 

kepada debitur. Sedangkan Subsidi Margin adalah bagian margin yang menjadi 

beban Pemerintah sebesar selisih antara margin yang diterima oleh Penyalur 

Kredit/Pembiayaan dengan margin yang dibebankan kepada debitur dalam skema 

pembiayaan syariah. Pemberian subsidi bunga/marjin menyebabkan tingkat suku 

bunga untuk kredit/pembiayaan KUR sangat rendah dibandingkan dengan kredit 

komersial perbankan. Tingkat suku bunga tersebut terus mengalami penurunan 

dari tahun 2008 sebesar 24% kemudian terus turus hingga tahun 2020 berada di 

level 6%. 
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2.1.3.2  Jenis-Jenis KUR 

        Pemerintah kembali menyalurkan program KUR bekerja sama dengan 46 

Penyalur KUR yang terdiri dari Bank Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank 

Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Pembiayaan, dan Koperasi Simpan 

Pinjam (KSP). Jumlah penyalur KUR yang meningkat dari masa ke masa 

menunjukkan upaya pemerintah untuk memperluas akses KUR ke masyarakat. 

Memperhatikan kebutuhan masyarakat, KUR hadir dengan 5 skema yang terdiri 

dari: 

a. KUR Super Mikro Merupakan KUR yang diberikan dengan plafon 

kredit/pembiayaan sampai dengan Rp10 juta per penerima KUR. KUR Super 

Mikro ini diprioritaskan untuk dapat disalurkan kepada ibu rumah tangga 

dan/atau pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berusaha. 

Berbeda dengan skema KUR lainnya, KUR Super Mikro tidak mensyaratkan 

minimal lama usaha. Namun demikian, calon penerima KUR Super Mikro 

yang belum memiliki usaha selama 6 bulan, wajib mengikuti pelatihan atau 

pendampingan usaha. Skema KUR Super Mikro yang hadir pada masa 

pandemi Covid-19 menawarkan fitur yang mudah dan cepat. Dari sisi agunan 

tambahan, penerima KUR Super Mikro tidak dipersyaratkan agunan 

tambahan. 

b. KUR Mikro Merupakan skema KUR dengan plafon di atas Rp10 juta sampai 

dengan Rp50 juta per penerima KUR. Dalam memperoleh KUR Mikro, 

penerima KUR tidak diwajibkan agunan tambahan dan tanpa perikatan. Hal 

tersebut bertujuan untuk mempermudah usaha mikro mengakses KUR namun 
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tetap menjaga prinsip kehati-hatian lembaga penyalur KUR. Bagi penerima 

KUR Mikro di sektor produksi, plafon KUR Mikro dapat disuplesi kembali 

tanpa adanya batas maksimal akumulasi plafon KUR. Artinya, usaha mikro di 

sektor produksi dapat mengakses KUR Mikro kembali setiap kali KUR Mikro 

sebelumnya telah lunas. 

c. KUR Kecil Merupakan KUR dengan plafon di atas Rp50 juta sampai dengan 

Rp500 juta. Pada fase ini, usaha mikro akan didorong untuk mengembangkan 

usahanya dan bertransformasi menjadi usaha kecil dan menengah. Setelah 

mengakses KUR Kecil, maka UMKM tersebut dianggap telah dapat secara 

mandiri mengakses kredit/pembiayaan dengan skema komersial dari lembaga 

keuangan formal. Sesuai ketentuan terbaru, kredit/pembiayaan dengan plafon 

maksimal Rp100 juta tidak dipersyaratkan adanyaagunan tambahan. 

 

2.2 Pendekatan Masalah 

        KUR yang disalurkan oleh Bank ‘X’ merupakan program pemerintah yang 

berbentuk kredit dan memberikan pembiayaan terhadap Bank ‘X’ kepada 

pelaksana usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM). Pada tahun 

2017, dengan adanya KUR memberikan langkah keputusan tambahan modal bagi 

pelaku usaha yang sejak lama tidak bisa mengajukan kredit ke bank sehingga 

mendapatkan ada tambahan modal dana. (https://lifepal.co.id/media/kur-

mandiri,2022). 

        Kredit yang akan diberikan oleh suatu lembaga keuangan didasarkan atas 

kepercayaan lembaga kredit terhadap debitur (nasabah), ini berarti suatu lembaga 

kredit baru akan memberikan pinjaman kalau suatu lembaga kredit memang betul-

https://lifepal.co.id/media/kur-mandiri,2022
https://lifepal.co.id/media/kur-mandiri,2022
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betul yakin dengan penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterima 

sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang telah disepakati. Tanpa keyakinan 

tersebut suatu lembaga kredit tidak akan berani memberikan pinjaman kepada 

masyarakat yang membutuhkannya karena semuanya penuh dengan resiko bagi 

pihak lembaga kredit. Mengingat Bank erupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa dan lembaga kepercayaan masyarakat maka citra itu sendiri harus 

baik, dalam menjaga kesan baik bagi masyarakat terutama nama baik itu sendiri. 
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        Adapun skema pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

(Sumber: Data diolah) 

Gambar 2.1 

Skema Pendekatan Masalah 

 

 

      Masalah: 

1. Kurangnya pengetahuan terhadap pengajuan KUR. 

2. Tidak membawa persyaratan saat mengajukan KUR. 

 

Mekanisme: 

(Micro Business Unit) 

 

1. Tahap proses pengajuan KUR 

2. Kebijakan penyaluran KUR 

3. Persyaratan calon debitur 

4. Alur pengajuan KUR 

 

Harapan: 

- Calon nasabah dapat memahami mekanisme pengajuan KUR. 

- Pihak bank tetap menjaga prinsip Prudential Banking dalam 

penyaluran kredit 

 


